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 Sekolah merupakan tempat beraktifitas para guru, pelajar, dan 
semua pekerja perangkat pendukungkegiatan disekolah, yang 
bertujuan untuk menunjang proses belajar mengajar untuk 
mencerdaskan anak bangsa, dimana disekolah peserta didik tidak 
hanya diberikan materi Pelajaran pokok umum dan khusus saja 
akan tetapi juga diberikan pendidikan karakter, hukum, norma serta 
perilaku yang berlaku untuk berinteraksi dikehidupan sehari-hari. 
Guru-guru SMK Muhammadiyah Satu Pasuruan berkolaborasi 
dengan Mahasiswa KKN-T Universitas PGRI Wiranegara yang pada 
bulan Agustus ini ditugaskan untuk melaksanakan KKN-T di SMK 
Muhammadiyah Satu Pasuruan dalam rangka mendukung program 
kepolisian dalam mentaati peraturan pemerintah "STANDARISASI 
KENDARAAN BERMOTOR PESERTA DIDIK SMK 
MUHAMMADIYAH 1 PASURUAN" melalui upaya pengecekan 
sepeda motor setiap siswanya. Dari hasil pengecekan tersebut 70% 
kendaraan motor peserta didik Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan 
sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan sisanya 
masih belum memenuhi standart kelengkapan yang sudah 
ditetapkan dikarenakan rata-rata usia peserta didik Smk 
Muhammadiyah 1 Pasuruan berusia dibawah 17 tahun sehingga 
kepemilikan SIM C masi belum bisa diajukan. Namun pihak sekolah 
juga menetapkan peraturan sesuai dengan prosedur yang sudah 
ditetapkan kpemerintah. 
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1. INTRODUCTION  

Pada saat ini manusia dihadapkan pada masa transisi setelah pandemi covid-19 muncul, proses 
pembelajaran tatap muka pada saat ini sudah mulai berjalan dengan baik, sehingga beberapa 
sekolah mengambil kebijakan peserta didik mengizinkan peserta didiknya mengendarai kedaraan 
motor sendiri(Sanjaya, 2020). 

Dinamika perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan penataan sistem 
transportasi(Razi & Sumberdaya, 2014). Kebijakan yang tidak tepat dibidang transportasi secara tidak 
langsung dapat menjadi penyebab munculnya persoalan di berbagai bidang seperti ekonomi, 
politik, lingkungan bahkan sampai pertahanan dan keamanan, dan lain-lain(Kadarisman et al., 
2016). Sejalan dengan hal tersebut sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), yang 
menjunjung tinggi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 meletakkan semua kebijakan 
(termasuk transportasi) di bawah kendali hukum, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam 
masyarakat yang bertentangan dengan hukum harus diselesaikan menurut hukum (Soekanto, 
2003)(Prayitno, 2011). Begitupun pada bidang transportasi, pengaturan yang  jelas  dan  tepat  
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dapat  mengurangi  kerawanan  munculnya  ketidakpastian  dalam Pada saat ini manusia 
dihadapkan pada masa transisi setelah pandemi covid-19 muncul, proses pembelajaran tatap muka 
pada saat ini sudah mulai berjalan dengan baik, sehingga beberapa sekolah mengambil kebijakan 
peserta didik mengizinkan peserta didiknya mengendarai kedaraan motor sendiri. 

Dinamika perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan penataan sistem 
transportasi(Razi & Sumberdaya, 2014). Kebijakan yang tidak tepat dibidang transportasi secara tidak 
langsung dapat menjadi penyebab munculnya persoalan di berbagai bidang seperti ekonomi, 
politik, lingkungan bahkan sampai pertahanan dan keamanan, dan lain-lain(Kadarisman et al., 
2016). Sejalan dengan hal tersebut sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), yang 
menjunjung tinggi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 meletakkan semua kebijakan 
(termasuk transportasi) di bawah kendali hukum, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam 
masyarakat yang bertentangan dengan hukum harus diselesaikan menurut hukum (Soekanto, 
2003). Begitupun pada bidang transportasi, pengaturan yang jelas dan tepat dapat mengurangi 
kerawanan munculnya ketidakpastian dalam bertransportasi(Surajiman et al., 2013). 

2. RESEARCH METHOD  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif(Sujarweni, 2014). Apa yang disebut dengan 
penelitian deskriptif?(Ridha, 2017). Jadi pengertan Penelitian deskriptif adalah suatu metode 
penelitian yang memperlihatkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti(Ramdhan, 
2013). Hingga akhirnya metode penelitian ini utamanya fokus pada menjelaskan objek penelitian dan 
menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi(Rukin, 2019). 

Penelitian deskriptif ini mengambil objek langsung pada pelajar SMK Muhammadiyah Satu 
Pasuruan, dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sejauh mana pengetahuan tentang 
Standarisasi Kendaraan Bermotor serta sejauh mana kepatuhan dalam mentaati peraturan 
peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS  

Edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun 
non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan 
potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia(Bafadhol, 2017). Kemudian mewujudkan proses 
pembelajaran tersebut dengan lebih baik. 

Standardisasi adalah suatu proses pembentukan standar teknis yang selanjutnya akan 
dijadikan sebagai acuan atau standar cara uji, standar definisi, standar spesifikasi sekaligus 
standar prosedur atau praktik dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa standardisasi pada 
suatu produk adalah penetapan mutu yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam mencapai 
keselarasan agar kualitas produk terjamin(Nasional, 2009). 

Standardisasi adalah suatu proses pembentukan standar teknis yang selanjutnya akan 
dijadikan sebagai acuan atau standar cara uji, standar definisi, standar spesifikasi sekaligus 
standar prosedur atau praktik dan lain sebagainya(Wolok et al., 2020). Jadi bisa dikatakan bahwa 
standardisasi pada suatu produk adalah penetapan mutu yang dijadikan sebagai acuan minimal 
dalam mencapai keselarasan agar kualitas produk terjamin(Ristiani, 2020). 

Tujuan Standarisasi Kendaraan Bermotor melalui Penyelenggaraan Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang 
dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari 
lingkungan. 
Standarisasi Kelengkapan Kendaraan Bermotor 

Sepeda motor terdiri dari dua kata yaitu sepeda dan motor(Kholilah & Al Tahtawi, 2016). 
Sepeda merupakan jenis kendaraan beroda dua yang digerakan oleh tenaga manusia dengan cara 
mendayung pakai kaki(Kajian et al., n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “sepeda 
adalah kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang 
pengayuh yang digerakan kaki untuk menjalankannya; kereta angin” (Depdikbud, 1988). 
Sedangkan motor adalah tenaga mekanis yang digerakan oleh mesin dengan menggunakan 
bahan bakar minyak (BBM)(Rijanto & Efendi, 2018). Berdasarkan pengertian tersebut secara 
sederhana sepeda motor dapat diartikan kendaraan yang bentuknya seperti sepeda (beroda dua) 
yang digerakan oleh mesin dan menggunakan BBM. 

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan yang mengatur lalu lintas 
dimana dalam peraturan tersebut mengatur keselamatan dan safety riding(Utari, 2010). Tentunya 
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peraturan ini bertujuan baik, dengan peraturan ini diharapkan bahwa kesadaran kita dalam 
menerapkan dan menjalankan kesadaran berkendara dengan aman dan selamat(Rahawarin, 
2017). Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor 
di Indonesia sangatlah umum dan sangat banyak tentunya kamu perlu tahu beberapa uu yang 
mengatur kendaraan yang ada di jalan raya. Dengan mengetahui peraturan ini tentunya kita ikut 
andil dalam menerapkan keamanan dan keselamatan berkendara. Memang masih sangat kurang 
kesadaran berkendara dengan mengutamakan keselamatan di masyarakat kita 
sekarang(Rusdiana & Setyowati, 2016). 

SIM Atau Surat Izin Mengemudi: Di undang – undang menyebutkan bahwa hal pertama 
yang harus dimiliki adalah Surat Izin Mengemudi(Sarmini, 2019). Menurut UU No 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SIM adalah sebuah persyaratan yang harus dimiliki oleh 
pengendara yang menggunakan jalan raya(KARTIKOWATI, 2005). Khusus untuk sepeda motor 
harus menggunakan SIM C atau jenis SIM untuk kendaraan roda 2. Batas umur minimal untuk 
pembuatan SIM C adalah 16 tahun, jadi jika kamu mengetahui orang yang berkendara dengan 
menggunakan sepeda motor kurang dari 16 tahun sudah tahu kan bahwa hal tersebut melanggar 
aturan 

Standar Keselamatan Berkendara : Wajib hukumnya terutama bagi pengendara sepeda 
motor menggunakan peralatan keselamatan berkendara(Dwi et al., 2019). Apa saja sih peralatan 
standar keselamatan berkendara? Pertama kamu wajib untuk menggunakan helm. Penggunaan 
helm SNI atau standar nasional diharuskan untuk melindungi kalian dari cidera yang tidak 
diinginkan(Rozikin, 2014). 

Guna mencapai ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas menurut Pasal 106 
Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan 
bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan 
kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. 1) Setiap orang yang mengemudikan 
Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda. 2) 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan 
tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: (a). rambu perintah atau rambu larangan; (b). Marka 
Jalan; (c). Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; (d). gerakan Lalu Lintas; (e). berhenti dan Parkir; (f). 
peringatan dengan bunyi dan sinar; (g). kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau (h). tata cara 
penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain. 4) Pada saat diadakan pemeriksaan 
Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib 
menunjukkan: (a). Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan 
Bermotor; (b). Surat Izin Mengemudi; (c). bukti lulus uji berkala; dan/atau (d). tanda bukti lain yang 
sah. 5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan 
dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. 6) Setiap 
orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi 
dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan 
sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. 7) Setiap 
orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm 
yang memenuhi standar nasional Indonesia. 8. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor 
tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang. 

Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ pada pasal 57, yang secara eksplisit 
mengatur mengenai perlengkapan kendaraan yang harus dilengkapi. Pada tanggal 1 agustus 
tahun 2022 Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan menerima mahasiswa/i KKN dari Universitas PGRI 
Wiranegara Pasuruan, para guru dan mahasiswa berkolaborasi menciptakan program kerja yang 
menghasilkan output baik tidak hanya untuk sekolah, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari 
mendukung program kepolisian dalam mentaati peraturan pemerintah yaitu “STANDARISASI 
KENDARAAN BERMOTOR PESERTA DIDIK SMK MUHAMMADIYAH 1 PASURUAN” sebelumnya 

Kepala sekolah di Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan sudah memberi izin kepada peserta 
didiknya untuk membawa kendaraan bermotor sendiri tetapi pihak sekolah juga memberi kebijakan 
terhadap standar kendaraan motor sehingga para peserta didik mentaati peraturan lalu lintas yang 
ada. 

Kamis, 04 Agustus 2022 pukul 06.00 mahasiswa KKN-T membentuk pos-pos sesuai 
dengan kelas dan jurusan masing-masing sehingga tidak ada kemacetan disekitar sekolah. Pada 
saat pengecekan standarisasi kelengkapan kendaraan bermotor ini terdapat standar yang telah 
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ditetapkan oleh pihak sekolah meliputi Plat Nomor Kendaraan, Helm SNI, Knalpot SNI, Ban SNI, 
Spion, STNK dan SIM C. 

Dari hasil pengecekan tersebut 70% kendaraan motor peserta didik Smk Muhammadiyah 
1 Pasuruan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan sisanya masih belum 
memenuhi standart kelengkapan yang sudah ditetapkan dikarenakan rata-rata usia peserta didik 
Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan berusia dibawah 17 tahun sehingga kepemilikan SIM C masih 
belum bisa diajukan. Di samping itu kepala sekolah Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan menilai, 
peserta didik memang benar-benar membutuhkan kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah. 
Sebab, ada yang rumahnya cukup jauh dari sekolah. Selain itu, tidak semua orang tua bisa 
mengantar jemputnya. Namun pihak sekolah juga menetapkan peraturan sesuai dengan prosedur 
yang sudah ditetapkan kpemerintah. 

Upaya pengecekan ini sekaligus melatih peserta didik berkendaraa sesuai dengan 
prosedur yang ada. Selain itu banyak sekali menfaat yang bisa diperoleh dari mentaati standarisasi 
kelengkapan kendaraan bermotor meliputi: memberikan jaminan keselamatan secara teknis 
terhadap penggunaan kendaraan bermotor, dan mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan 
dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor dll. 
 
4. CONCLUSION 
Edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal 
yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri 
yang ada dalam diri setiap manusia. Kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan 
lebih baik. Standardisasi adalah suatu proses pembentukan standar teknis yang selanjutnya akan 
dijadikan sebagai acuan atau standar cara uji, standar definisi, standar spesifikasi sekaligus 
standar prosedur atau praktik dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa standardisasi pada 
suatu produk adalah penetapan mutu yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam mencapai 
keselarasan agar kualitas produk terjamin. Guru-guru SMK Muhammadiyah Satu Pasuruan 
berkolaborasi dengan Mahasiswa KKN-T Universitas PGRI Wiranegara yang pada bulan Agustus 
ini ditugaskan untuk melaksanakan KKN-T di SMK Muhammadiyah Satu Pasuruan dalam rangka 
mendukung program kepolisian dalam mentaati peraturan pemerintah "STANDARISASI 
KENDARAAN BERMOTOR PESERTA DIDIK SMK MUHAMMADIYAH 1 PASURUAN" melalui 
upaya pengecekan sepeda motor setiap siswanya. Dari hasil pengecekan tersebut 70% kendaraan 
motor peserta didik Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan sudah sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan, dan sisanya masih belum memenuhi standart kelengkapan yang sudah ditetapkan 
dikarenakan rata-rata usia peserta didik Smk Muhammadiyah 1 Pasuruan berusia dibawah 17 
tahun sehingga kepemilikan SIM C masi belum bisa diajukan. Di samping itu kepala sekolah Smk 
Muhammadiyah 1 Pasuruan menilai peserta didik memang benar-benar membutuhkan kendaraan 
bermotor untuk pergi ke sekolah. Sebab, ada yang rumahnya cukup jauh dari sekolah. Selain itu, 
tidak semua orang tua bisa mengantar jemputnya. Namun pihak sekolah juga menetapkan 
peraturan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan kpemerintah. 
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